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Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari:
a. UPTB Pendapatan Wilayah I;

UPTB Pendapatan Wilayah II;

UPTB Pendapatan Wilayah III;

UPTB Pendapatan Wilayah IV;

UPTB Pendapatan Wilayah V;

UPTB Pendapatan Wilayah VI;

UPTB Pendapatan Wilayah VII; dan

. UPTB Pendapatan Wilayah VIII.
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Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

UPTB merupakan unsur penunjang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan
pemerintahan yang diselenggarakan.

UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi
Pasal 4
UPTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
teknis penunjang tertentu serta urusan Pemerintahan yang bersifat
pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat
pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan
penetapan kebijakan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

UPT mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
bidang tugasnya;

b. pelaksanaan operasional tugas teknis Badan sesuai dengan bidangnya;
dan

c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTB.

BAB II1
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Bagian Kesatu

UPTB Pengelolaan Data Perencanaan
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

UPTB Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan dan pengelolaan dokumen, pustaka, data dan informasi serta
pengoordinasian pengembangan jaringan informasi dan perpustakaan untuk
menunjang perencanaan pembangunan daerah.
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB

Pengelolaan Data Perencanaan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Badan, untuk
mendukung pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan pembangunan
daerah melalui pengelolaan data perencanaan;

b. pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka, data spasial dan a-spasial
untuk menunjang perencanaan pembangunan;

c. pengolahan data statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan analisis
dan kajian kebijakan dan perencanaan pembangunan;

d. pengelolaan data tematik dan sektoral menjadi data spasial untuk
penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan,;

e. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan prasarana, sistem informasi,
kepustakaan; dan

f. pengoordinasian dengan pihak-pihak terkait dalam penyajian basis data
dan informasi, sebagai sarana untuk mendukung perencanaan
pembangunan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTB Pengelolaan Data Perencanaan, terdiri dari:
Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pengelolaan Data Spasial,

Seksi Pengelolaan Data A-Spasial; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

a0 op

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Bagan Organisasi UPTB Pengelolaan Data Perencanaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 7

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan
mengkoordinasikan dan menyusun program pelaksanaan tugas UPTB
Pengelolaan Data Perencanaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan UPTB;
b. menyusun rencana kerja dan pengembangan UPTB;



(3)

(4)

(1)

-5-

c. mengelola administrasi kepegawaian lingkup UPTB;

d. menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, serta
penyusunan laporan UPTB;

e. mengelola perpustakaan Bappeda;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengelolaan Data Spasial, mempunyai tugas:

a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data
spasial perencanaan pembangunan;

b. melakukan kegiatan pertukaran dan penyebarluasan data spasial;

c. melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data spasial;

d. menyampaikan data spasial maupun metadata kepada seluruh satuan

kerja atau pihak yang berkepentingan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data

spasial perencanaan,

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

mempublikasikan data spasial untuk diketahui oleh masyarakat secara
luas;

menyusun data spasial tematik/sektoral dari data a-spasial; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

o
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Seksi Pengelolaan Data A-Spasial, mempunyai tugas:

a. melakukan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data a-spasial
dengan teknologi informasi;

b. melakukan koordinasi antar lintas pelaku pengelola data a-spasial;

c. melaksanakan pengembangan sarana sistem informasi dan infrastruktur

jaringan informatika Badan;

melaksanakan pelayanan pengelolaan data perencanaan pembangunan;

melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data a-spasial

perencanaan;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam lingkup
pengelolaan data a-spasial;

g. meningkatkan pemanfaatan data a-spasial melalui dokumentasi dan
publikasi;

h. mempublikasikan hasil pengolahan data a-spasial untuk diketahui oleh
masyarakat secara luas;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

o o

Bagian Kedua

UPTB Pendapatan Wilayah I
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

UPTB Pendapatan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan
retribusi daerah di Wilayah I, meliputi Samsat Bandar Lampung, Samsat
Mall Kartini Bandar Lampung, Samsat Mall Candra Bandar Lampung,
Samsat Ladies (Mall Bumi Kedaton) Bandar Lampung, Samsat Mobil Keliling
Bandar Lampung, dan Samsat Kontainer Sukaraja Bandar Lampung yang
berkedudukan di Bandar Lampung.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB

Pendapatan Wilayah I, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.

Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah I, adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah;

c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;

d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di
bidang pendapatan Daerah;

e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan; dan

g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah I, terdiri dari:

Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pendataan dan Penetapan;

Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

ao oy
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Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah [ sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Ila yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 10

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina,
mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan
Wilayah I, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;
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c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan
Daerabh,;

d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;

e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan
UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan teknis operasional;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala UPTB, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta
penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata
Usaha;

melaksanakan kehumasan;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,;

melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB,;

melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat

umum,;

melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;

. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan
Subbagian Tata Usaha; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai
berikut: ,

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan
Penetapan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan,
pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan
lain-lain PAD;

c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan

pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok,
dan lain-lain PAD;

-0 a0 o
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f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang
berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB,
PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penerimaan asli daerah.

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan

penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-
lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan
Penagihan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan,
serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain
PAD;

c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB,
PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan
dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain
PAD;

e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan
PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD,;

f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan
penagihan.

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

UPTB Pendapatan Wilayah II
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

UPTB Pendapatan Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan
retrubusi daerah di Wilayah II, meliputi Samsat Kalianda Lampung Selatan,
Samsat Natar Lampung Selatan, Samsat Keliling Tanjung Bintang Lampung
Selatan, dan Samsat Keliling Jati Agung Lampung Selatan yang
berkedudukan di Kalianda.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB

Pendapatan Wilayah II, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah,

Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah II, adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;
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b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah;

c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;

d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di
bidang pendapatan Daerah;

e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan; dan
g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 12

Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah II, terdiri dari:

Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pendataan dan Penetapan;

Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

poop

Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah II sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IIb yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 13

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina,
mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan
Wilayah 11, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB,;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan
Daerah;

d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;

€. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan
UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan teknis operasional;
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g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala UPTB, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, wumum, kehumasan, serta
penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata
Usaha;

b. melaksanakan kehumasan;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegwaian;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;

f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat
umum,;

g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;

h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan
Subbagian Tata Usaha; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai
berikut:

a. melaksanakan penyusunan program Kkerja Seksi Pendataan dan
Penetapan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan,
pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan
lain-lain PAD;

c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan

evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan
pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok,
dan lain-lain PAD;

f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang
berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB,
PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penerimaan asli daerah.

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-
lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan
Penagihan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan,
serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain
PAD;

c. melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB,
PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan
dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain
PAD;

e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan
PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan
penagihan.

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

UPTB Pendapatan Wilayah III
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 14

UPTB Pendapatan Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan
retribusi daerah di Wilayah III, meliputi Samsat Metro, Samsat Sukadana
Lampung Timur, Samsat Keliling Lampung Timur, dan Samsat Keliling
Labuhan Maringgai Lampung Timur yang berkedudukan di Metro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB

Pendapatan Wilayah III, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.

Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah III, adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah;

c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;

d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di
bidang pendapatan Daerah;

e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan; dan
g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
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Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 15

Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah III, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pendataan dan Penetapan;

d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah III sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IIc yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 16

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina,
mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan
Wilayah III, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan
Daerah;

d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;

e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan
UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan teknis operasional;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala UPTB, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.
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(3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta
penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

(4)

)

a.
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1.
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k.

melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata
Usaha;

melaksanakan kehumasan;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;
melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat
umuim,;

melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan
Subbagian Tata Usaha; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai

berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan
Penetapan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan,
pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan
lain-lain PAD;

c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan
pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok,
dan lain-lain PAD;

f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang
berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB,
PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penerimaan asli daerah.

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-
lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan
Penagihan,;

melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan,
serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain
PAD;

melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB,
PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;
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d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan
dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain
PAD;

e. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan
PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan
penagihan.

g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

UPTB Pendapatan Wilayah IV
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 17

UPTB Pendapatan Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan

retribusi daerah di Wilayah IV, meliputi Samsat Gunung Sugih Lampung

Tengah, Samsat Keliling Bandar Jaya Lampung Tengah yang berkedudukan

di Gunung Sugih.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB

Pendapatan Wilayah IV, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.

Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah IV, adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah;

¢. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;

d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di
bidang pendapatan Daerah,;

e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan; dan

g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan organisasi
Pasal 18

Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah IV, terdiri dari:
a. Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Pendataan dan Penetapan;

Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

o po o
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Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah IV sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IId yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 19

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina,

mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan

Wilayah IV, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan
Daerah;

d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah;

e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan
UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan teknis operasional;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala UPTB, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta

penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata
Usaha;

melaksanakan kehumasan;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB,;

melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat
umum;

g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;

mo oo g
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melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan
Subbagian Tata Usaha; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai

berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan
Penetapan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan,
pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan
lain-lain PAD;

c. melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan, PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

d. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi, pembukuan, dan pelaporan pendataan dan penetapan PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan
pendaftaran, serta penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok,
dan lain-lain PAD;

f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan yang
berbentuk teknis antara lain Arsip SKPD, Kutipan, Fiskal, PKB, BBNKB,
PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain yang berhubungan dengan
penerimaan asli daerah.

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional pelayanan;

h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-
lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai berikut:

a.

b.

melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan dan
Penagihan;

melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penerimaan,
serta penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain
PAD;

melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan PKB, BBNKB,
PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi, pelaporan penerimaan
dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain
PAD;

melaksanakan penyuluhan/sosialisasi terkait penerimaan dan penagihan
PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan lain-lain PAD;

melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan teknis operasional penerimaan dan
penagihan.

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Keenam

UPTB Pendapatan Wilayah V
Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 20

UPTB Pendapatan Wilayah V mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian fungsi Badan di bidang pendapatan Daerah, yaitu pajak daerah dan

retribusi daerah di Wilayah V, meliputi Samsat Pembantu Mesuji, Samsat

Tulang Bawang, Samsat Pembantu Tulang Bawang Barat yang

berkedudukan di Tulang Bawang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTB

Pendapatan Wilayah V, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pendapatan Daerah.

Rincian Tugas UPTB Pendapatan Wilayah V, adalah sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang pendapatan
Daerah;

c. menyelenggarakan pelayanan di bidang pendapatan Daerah;

d. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di
bidang pendapatan Daerah;

e. menyelenggarakan ketatausahaan UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan; dan

g. menyelenggaraan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan organisasi
Pasal 21

Susunan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah V, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pendataan dan Penetapan;

d. Seksi Penerimaan dan Penagihan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Bagan Organisasi UPTB Pendapatan Wilayah V sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Ile yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Paragraf 3
Uraian Tugas
Pasal 22

Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina,

mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPTB Pendapatan

Wilayah V, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. menyelenggarakan penyusunan program kerja UPTB;

b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTB;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan, dan
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang pendapatan
Daerah;

d. menyelenggarakan pelayanan pendapatan Daerah,

e. menyelenggarakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi keuangan
UPTB;

f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan teknis operasional;

g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala UPTB, mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pendapatan
Daerah; dan

b. penyelenggaraan pelayanan pendapatan Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, umum, kehumasan, serta

penyusunan rencana program kerja, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPTB dan Sub Bagian Tata
Usaha;

b. melaksanakan kehumasan;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;,

e. melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan dan aset UPTB;

f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan bersifat
umum,;

g. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan Daerah;

h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPTB dan kegiatan
Subbagian Tata Usaha; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pendataan, penetapan dan monitoring Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

serta lain-lain Pendataan Asli Daerah (PAD), dengan uraian tugas sebagai

berikut:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan
Penetapan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan, pendataan,
pendaftaran, dan penetapan PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan
lain-lain PAD;





